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BUPATI KEPULAUAN ARU 
PRQPINSI MALUKU 

I 
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU 

NO MOR IO - TAHUN 1-oi.fr 

TENT ANG 

. TATA CARA PEMUNGUTAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN ARU, 

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu _ 
membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan.Perkotaan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Indonesia 
Tahun 1997, Nornor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaiman telah diubah 

dengan Undang-Undang Nornor 19 Tahun 2000 (L_embaran 
Negara tahun .2000, Nomor 129, Tambahan Lernbaran 

Negara Nomor 3987); 
3. Undang-Undang No'inor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189); 



Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
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ten tang 9. Undang-Undang . Nomor 12 Tahun 2011 

5234); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 1983 tentang Tata 

Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000. 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 36, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 

tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, 

Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan 
Aru di . Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4350); 

6. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

..••. w- • ' 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan 

i Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun · 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); · 
8. Undang-Undang Nomor' 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 



/ - ' 
', 

•. K 

. fil�. ' 
-': . . � .. 

,r.. 

Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4049); 

11. Peraturan Pemcrintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provin si dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 
tentang Sistem dan Prosedur Administrasi pajak Daerah, 
Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan; 

I 

16. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014 
tentang Evaluasi · 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupate� -��I)ulauan Aru tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014; 

; ' 

17. Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM & 

HAM/III/ 14 Tanggal 25 Maret 2014 Psrihal Pemberian 

Nomor Regist�r 10 (sepuluh) Perda Kabupaten Kepulauan 

Aru; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 



Wajib Pajak; 

mengolah untuk 

peraturan perundang- 

terintegrasi 

.. BAB'I. 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Sistem · yang 

' .. 

', 

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas 
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati; 

. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok 

, ormasi/data objek dan subjek pajak bumi dan banan perdesaan dan 
exkotaan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data 
:.elalui pendaftaran, pendataan dan' penilaian), pemberian identitas objek 
Jak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, 
)icetakan basil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), 
;;.,.iµantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai 

:\gan pelayanan kepada wajib pajak; 
}i,.,t Pemberitahuan Objek Pajak,. yang selanjutnya disingkat SPOP, 
j'J,ah surat yang digunakan oleh Wajib. Pajak untuk melaporkan data 
;:r:· 
,. iek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga 

_.;�rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, 
�� 
:, 'bilamana tidak terdapat transaksi jual bell, NJOP ditentukan 
Jalui perbandingan hargadengan objek lain yang sejenis, atau nilai 

.,JP. rolehan baru, atau NJOP pengganti. MF 
;{$ajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar 
i.! ''.· 

j·11ajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan 
'· 

·� Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
Jjstem Manajemen Informasi Objek Pajak, yang selanjutnya disebut 

� • kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
.. undangan perpajakan daerah; 

, 
t. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjunya disingkat SPPT, 
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada 

i 
\..,/ 



yang terutang; 

Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah 
Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif 

.berupa denda dan/atau bunga; 

. Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya '' 
i'iiisingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan , .. 
[" h 

ii;umlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih v: . 
<esar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang; 

! 
.I . ' 

:.urat Keputusan Pembetulan 'adalah surat keputusan yang 
Mrembetulkan kesalahan tulis, · kesalahan hitung dan/atau kekeliruan 
ji!) 
t<UiJam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- 
�I-1 f 

�i.j'ndangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, s-e 

'::KPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pernbetulan atau Surat 
li1 
!Reputusan Keberatan; 
ti-l 
-,urat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
,;�rhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang 
�jajukan oleh Wajib Pajak; . 

''ktusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
\4adap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; 

.. un Pajak adalahjangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender; 
jak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam Tahun 

-i�'-iy"- 
. J3cjak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

;.f: { 
.Jperpajakan daerah; 
,,.,,.. ! 
}:; 1 : 

BAB II 
TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAlAN 

Pasal 2 

Pendaftaran, pendataan dan penilaian objek Pajak dan subjek Pajak 

dilakukan dengan SISMIOP. 
Pelaksanaan pembentukan basis data SISMIOP dilakukan melalui 

kegiatan: 
a. Pendaftaran objek Pajak dan subjek Pajak; 

b. Pendataan objek Pajak dan subjek Pajak; dan 

c. Penilaian objek Pajak. 
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Pasal 5 
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Pasal 4 

Pasal 3 

·, 

iPendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

·: · ruf a dilakukan oleh subjek Pajak · dengan cara mengisi Surat 

::emberitahuan Opjek Pajak (SPOP). 

}POP diisi dengan jelas, · benar dan lengkap serta ditandatangani 
11,·- 
;'" ' disampaikan ke Dinas- Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 30 

.t, . • 

),a puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau 
tl.asanya . 

. ; 

_'fhnulir SPOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 

r ati ini dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Dinas Pendapatan 

'a.ataan objek Pajak dan subj�k:- Pajak sebagaimana dimaksud pada 

t (1) dapat dilakukan dengan alternatif : 
-: 
(,· . 

,;) penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP; 
iJ:. 
f-i identifikasi ob�ek Pajak; 
!):·-;· ,,, 

"( verifikasi dataobjek Pajak; dan 
',: pengukuran bidang objek Pajak. 

objek Pajak dan subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
-� 2 ayat (2) huruf b dilakukan ol�h Dinas Pendapatan Daerah dengan 

. : uangkan hasilnya dalam formulir SPOP. 

Pasal 6 

dyang telah ditentukan. 
· vl-lasil Penilaian objek Pajak sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 

digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

Pendapatan . Daerah dapat melakukan . kegiatan yang berkaitan 

'.dengan kebijakan pengembangan dan penyempumaan SISMIOP. 

ti . 
�-·l·) 

.. :- �: 

it-�
1 

' . . l)>,,Pen1laian objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam .Pasal 2 ayat (2) 
;) '. ,- .1-r Fhuruf c dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah baik secara massal 

.�'. · , '· rmaupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian 



Pasal 7 
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subjek Pajak dalam 
basis· data SISMIOP 

Pasal 9 

ugas Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan laporan yang diterima dari 
ib pajak dan/atau pejabatj'Instansi terkait pelaksanaannya; dan 
if, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh 

, .. 
�s Pendapatan Daerah dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan 
·;; objek Pajak dan subjek Pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya 
!�angan atau mencocokkan dan menyesuaikan NJOP dengan rata­ 
} nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai 

prosedur pembentukan basis data. 

BAB III 
TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SKPD. 

;.Pasal 10 

A an peraturan perundang-undangan Pajak Daerah. 

Formulir SPPT berisi informasi sebagai berikut : 

Pasal 8 
ietilgas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan 

\ . objek Pajak dan subjek Pajak. dalam rangka pembentukan 
'·pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala 

,;; yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai 

·, am melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek 
}ak dan subjek Pajak dalam · rangka pembentukan dan/ atau 

data SISMIOP, · Dinas Pendapatan Daerah dapat 

''·: iharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara : �- . 
"'�if, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh 
�\'. 

r ;ekerjasama dengan Kantor Pertanahan dan/atau instansi lain yang 
it.A ···-�--·· •p 

. ;;itrkait . 
• <,A.)> 

'1:'.fendataan dan penilaian objek Pajak dan 
•it ·.. . 

}j iarigka pembentukan dan/atau pemeliharaan 
,1.l . rl! dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis 

· yang ditentukan. 



Halaman depan : 

1. Lambang Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan Kap Dinas 

Pendapatan Daerah; · · 

Informasi berupa tulisan "SPPT PBB Hanya Untuk Kepentingan 
Pajak Bukan Merupakan Bukti Kepemilikan Hak"; 
Kade Akun; 

Tahun Pajak dan jenis sektor :pajal�; 
Nomor Objek Pajak (NOP); 
Letak Objek Pajak; 

'7. Nama dantalamat Wajib Pajak; 
:�s; Nomor Pokok Wajib Pajak; ' 
_19. Objek Pajak; 

\'.10. Luas Bumi dan/atau Bangunan; 
'rl l. Kelas Bumi dan/ atau Bangunan; 

:'.12. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); 
1f13. Total NJOP Bumi dan/atau Bangunan; 
/14. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB; 
L • 

us. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP); 
:'16. NJOP untuk penghitungan PBB; 

17. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP); 
18. PBB yang terutang; 
19. PBB yang harus dibayar; 
20. Tanggaljatuh tempo; dan 

21. Tempat Pembayaran. 

Halaman belakang : 
1. Nama petugas penyampai SPPT; 

2. Tanggal Penyampaian; 

3. Tanda tangan petugas; dan 

4. Informasi lainnya. 
):.-; (" .. ?l- i SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas. 

: Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana 
: '.tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 111 

· SPPT dapat diterbitkan melalui : 

pencetakan massal; atau 

pencetakan dalam rangka : 
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Pasal 12 

Pasal 14 

Pasal 13 

a tau 

bukti bahwa Wajib Pajak telah menerima SPPT, maka struk 

'.eJ.ain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, 
:PPT dipergunakan sebagai tindak lanjut pendaftaran objek Pajak baru 
ian mutasi objek Pajak dan/atau subjek Pajak. 
' 

eputusan keberatan, keputusan pengurangan ketetapan, r .· 
eputusan pembetulan. 

·1 

. embuatan salinan SPPT; dan 
enerbitan SPPT sebagai tindak lanjut suatu keputusan, yaitu 

! 
+ '·' '. 1; aiti atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD dalam hal : 
��OP tidak disampaikari se"iarnbat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 

setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah Wajib Pajak 
'i'.tegur secara tertulis; dan 

t ·:e:rdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah 
ajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung 

terdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. 

, aulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana 
tum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

tu.gas Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan SPPT kepada Kepala 
-��camatari dan Kepala Desa disertai daftar penerimaan. 
� .. 
,etugas pemungut memisahkan dan mengkompilasi SPPT berdasarkan 
�· . 

:,iamat objek Pajak selama lebih kurang l (satu) bulan sejak diterimanya 

Struk SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat {l) berada pada bagian 

bawah SPPT, selanjutnya disampaikan kepada Petugas Pernungut. 

1it·/ : 
}'. iSPPT harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakilnya dengan 

:tt:·� ,· . ; t imencantumkan secara jelas nama 'dan tanggal diterimanya SPPT 
t /: 

'ctimaksud. 
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Pernungut menghimpun struk SPPT yang diterima dari 

Pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitula�i penyampaian 

BAB IV 

A CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, 

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 15 
. �-t 

Pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara 
. · ;" aan Dinas Pendapatan Daerah. 
, .1fa. · pernbayaran Pajal� dilakukan pada Bendahara Penerimaan 

:s:: Pendapatan Daerah, perierimaan Pajak harus disetor ke Kas 
ah paling lambat 1 (satu) hari kerja. 

bayaran Paj� yang meriggunakan warkat 'seperti bilyet giro atau eek, 
· dengan cara transfer,: baru dapat dinyatakan sah apabila telah 

1l�Ukan pada Kas Daerah. 
l . . 

ib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajaknya diberikan 
,i 

sebagai tanda bukti pembayaran Pajak . 

. uk dan isi formulir . SSPD sebagai tanda bukti pembayaran 

, · sebagaimana tercantuiji dalam'Larnpiran Peraturan Bupati ini. 
tuk dan isi formulir iSSPD yang dikeluarkan oleh Bank yang 

I ' . 

. : juk sebagai tempat peinbayaran Pajak .dipersarnakan dengan SSPD 
agaimana dimaksud padaayat (5). 

·· Pasal 16 

tmbayaran Pajak dilakukan sekaligus atau.lunas. 
�tuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang paling 
' a 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. 

Pasal 17 

yang masih harus dibayar dalam SKPD, STPD, Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan 
Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar 
bertambah, barus dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga pulub) bari 

sejak tanggal diterbitkan. 
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Pasal 18 

.: , · ·)��11.�·:�\·.:.�::�.'�{:·��; 
:· ·� :; ::. ,,. "" . - ·\ 

. waktunya. 
'.":;, , 

iulir Permohonan sebagaimana . dimaksud pada ayat 

gaimana tercant�m dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, 

.. -��" ... ·'"';t.7 �t, ......... -- ... · �'tb �- ·-: • .:::,¥ $. �-f��.i .. ·,�· :-;..t.-�c,.";o; '-J··= .. �� ,__ ,.,:� .• ., 
..[,. ·-� ::-..,;>� �"'-� p_;.. � � .,..-- )."-:,i-:= 
J.j.J;i;,-'P,ajag�:5-ie.-� -�gaj_J!tkan permohonan 'secara tertulis 'kepada 

·:·· ·.;.:·: �-.' .. ;j;. '": ...... '. , . •.' I . ··- .·-..' . 

. · ati up·Kepa.la Dilias'Pendapatan Daerah untuk mengangsur,,,,, ·atau 
rt·.,. ...... "···....:.. �--�,.� .· . ?t' . , � ..... , ,.: ... 

n,4ncia,;'pemhaya,J� · Paj.i:,k. yang . rnasih ha:rus · dlbayar sebigaini� 
sud p;da' ayit·(iY:fa&ir§e]anj�fuya ct_t�6'5'ut'·utang Pajak, da1am1fill 

. '"�··.,!.;..;.;";·,, ·- .. � .• ' . •\ - ..... � ' 

J5, Pajak· mengalami. kesulitan lilq'iiait'a� · atau mengalami keadaan 

; ke�a:sa'wniya:'. ' s�riingga w��""�ia:fa'k. tid� akan mampu . -:1·� . . . ·:' . .. .. ;!':' ...:, .• • :..• •. ,-:o ... : ·,�·, ..... :., •. > • ,-._,1;o.•> ··'"' 

_enuhi-kewajib'an 'pijak pada waktunya, ,J, ,,, ., ,«.. ·�' ' . --' . '' .. .., ·' ' ' ' ' ' ---· '-· ' "' ' 

,ci hal Waji£ Pajak disetµjui untuk-, »mengangsnr- · Ii.tau menunda 
. 1, ' .. �· ., ....... -- r:'I' - • . .. . . .••. •. .. . • 

f:!:$.yaran sebagaimana -dimaksud pada -·ayat (2fkec'ilfili'"STPD,, •. :w,ajib 
;:�;"· . ·� " , ! ,· ., , .i. ,· � .) • •. 1: ·,· ·,c·.,.� :.,,.· .. 
·. ).dikenai sanksi . administratif" "berupa:"bunga,J,.�})esar _:2% .(dua 
;=:;:) setiap bul-' .. ,g44ihu1g,sejak jatui:t t�rripo 

-;�;b�aran. ���pai 
':(�.1 "'· • ../':_.;; ... .'.j\, ,:.,;,_;-..,,� .. ..,,,? ,i, I••••·',•· ·1-··'!.":-i,�f':· , .. • 

.·.· pem:b�anmangsU:rah/pelunasan. . 
. -;"� � ':" . - :·· , · ... ·�, . . . , . r . • -!t;,· ........ ,, ;.'Ii'(� 

)5h;nan Wa}111? Paja'.R>:sgbag�iill'�-- diin�sud -�-;�d-;<�- '�;�· '(2), 
,f};,.,i, . , ".· , , ,•''• � ', ,C, • · • . • 

�- diajukan secara .tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja A:t -\ . ' " : 
'im jatuh tempo -pernbayaran, .disertai dengan alasan dan bukti 

:{mendukung perrnchonan, serta : 
. :· }r. -., � . , . : ; . . i ' . 
t,hnlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur, masa 

.t_;l� .. : :: ;� �- ·. ·�· -". .: . : : ... -:. � J,,.:_ :�·!:·�-:, • ...;·� '· -i�JJ�. . ' _ .. ::.. __ 
, gsuran, danrbesarnya angsuran; a.tau - ,:;>t- �_,- - • .: .. .' ),,r.,: .: .. -.� ",;_...··:;. �,·-�·�! ., .. :-: .. ·.· . - ··,, . .,_,;:· .. 

;1l,'llllah, ?efu;b_ay�e1'1(PajM'yang dfirl��on ,-up,'t�k ditunda 1-�-j���a 
.�.�-. . ... - ·. .·. ,· .. ,. ·•···· .,._ ,,,...._ ... -,:.:-·.;,. v·-.0'!:' .. -,::,k, .. ,..,,. 
aktu penundaan, '··' · t ·: · ·,,.. ··-''�--·�.,--, .. ·\:·· 

')f- ' ' •· '., ,. ' .. • 

,k.a waktu sebagaimana dimaksud· 'pi:i.d�- ayat ·(4J ditpai\ dilampaui 
. ..· . -�·-· .. 

. hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib . . ·' .. 

sehingga Wajib Pajak tidak mampu · melunasi utang pajak tepat 

Pajak yang mengajukan 'permohonan sebagaimana dimaksud 

Pasal 17 ayat (2) harus memberikan jaminan yang besarnya 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah . kecuali apabila 

�- �- 
.pala Dinas Pendapatan Daerah menganggap tidak perlu. 

11 
aminan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi 

surat /dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, 
'?ft?�nanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat 
·.:,f·1.' ·.i..·· ,. 

'-,,·:",q.eposito. · 
1 i;;:t·:·� 1 . 

":[- 



sebagaimana 
utang Pajak 

Pasal 19 

Pasal 20 

atas penundaan utang Pajak 
19 ayat (2) ditetapkan sejumlah 

. nya pelunasan 
·;i 
' aksud dalam Pasal .. 

;at (4) harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar 
.,.,•.,·1,. 

;::<:Pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu 
!(�i;: . 
·· '· •gsuran atau penundaan. 

yang mengajukan perrnohonan dalam jangka waktu 
;\�elampaui jangka waktu" ·sebagaimana dimaksud dalam Pasal . . . 

'\/if'raii atas utang �aj�;dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua 
._.,. ulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan . Persetujuan ·� .. ;�r� Pembayaran Pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali 

"·,i:·\, 

. ·1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak 
� .asih harus dibayar. 

-�\iaan atas utang Pajak dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua 
:·�1bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penundaan 
,;. ; 

_ Paj�.k untuk permohonan penundaan atas utang pajak 
)�)., . 
pa pajak yang masih harus dibayar. 

l 11-' 
:·:nya pernbayaran angsuran atas utang Pajak sebagaimana 

•''1'sud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang 
· untuk tiap angsuran. 

· g ditunda pelunasannya. 
.nga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat 

'atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung 
;e'rdasarkan saldo utang Pajak. 
$f.t 
tinga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan .. 
enerbitkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh 

,;.; .. 
)':inpo penundaan atau pada tanggal pembayaran . 

. 'unga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan 
' 

,.'.terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran STPD. 
'%t . 
.'�)' 



Pasal 21 

Pasal 22 

}putusan. 

��utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
c1etujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau 

.-�ya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; 
'"yetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau 
\mya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Dinas 

,,: 'mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang 
· �� oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
)it a, dalam jangka: waktu 14 [empat belas hari) hari kerja 

-�''. tanggal diterimanya permohonan secara lengkap diterbitkan 
! 

. ' 
.: hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati atau Pejabat 

idapatan Daerah; atau 
rrolak permohonan Wajib 'Pajak 

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja 
(1) telah terlampaui dan tidak 

suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan 
ronan Wajib Pajak dan Surat' Keputusan Persetujuan Penundaan 

, .· aran Pajak harus diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 
.;; �­ 
''" jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut berakhir, 

·. r-. 
· 'ditunjuk menerbitkan Surat ' Keputusan Persetujuan Angsuran 
,,. 

· iayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan 

bayaran Pajak. 

hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada 
'(2) huruf c, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat 

,Utusan Penolakan Angsurarr/Penundaan Pembayaran Pajak. 

' 'am hal terhadap Wajb Pajak yang sedang mengajukan permohonan 
·, 

fuk mengangsur atau menunda pernbayaran Pajak diterbitkan 
' DLB pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau 

imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan 

mgan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

.• ndangan Pajak Daerah. 
besarnya kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian 



bunga lebih kecil dari utang Pajak yang belum diangsur, 
dari sisa utarig Pajak ditetapkan kembali dengan 

dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah 

r�tiap angsuran yang telah disetujui; dan 
masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang 
� . 

;t�lah disetujui . 
. · · pan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran . .:: 

imana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan: 
kepada • Wajib Pajak tentang 

indahbukuan/ pembayaran .dan perubahan saldo utang Pajak 
p-ta permintaan usulan perubahan angsuran; �, . 
,::Sajib Pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling 
ama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Perintah 

'!i!mbayar Kelebihan Pajak (SPMKP);dan 

i,�nerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran 
::.J.:• 

.:ajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan Surat Keputusan 
(,.,',, . 
atsetujuan Angsuran Pernbayaran sebelumnya berdasarkan usulan 
gng disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) 
':t· 
ari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak. 

hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada 

(3) huruf b, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak menerima r 
Ian perubahan angsuran '"dali · Wajib Pajak, Bupati atau 
\ 

yang ; ditunjuk dapat menerbitkan . Surat Keputusan 
' setujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan: 

lnilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa 

'.. asa angsuran; dan 
inasa angsuran adalah sisa masa angsuran yang disetujui. 
/. Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak 

... agairnana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas 
@rat Keputu san Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya. 

' am hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian 
alan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang 

, nda, Wajib Pajak tetap melunasi sisa utang pajak tersebut paling 
., ti 

· a sesuai dengan jangka waktu penundaan . 

. f 

! 
I . ' .. 
' ·i 

'I 



( 

,· . 

BABY 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 23 
Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika SPPT 

·¢PD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo. 
:ieguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak, 

···/ 
· kan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran 

Keputusan Pembetularr/Keputusan Keberatan/Putusan Banding. 
_)angka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal 
'bguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang. 
ti''an Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
� ! 

agaimana tercanturn dalarn Larnpiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 24 

Pajak yang· masih harus dibayar tidak dilunasi dalarn 
_ 'waktu sebagairnana ditentukan dalam Surat Teguran jumlah 

,,?yang haru'� dibayar · · dapat ditagih dengan Surat Paksa 
__ imana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

ii·· atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah 
-�·' . 

. . f:"'21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat 
. ''gatan atau surat lain yang sejenis. 

Pasal 25 

'.pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 1 . 
J 

· i dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat 
I . ' . 
: iterima Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ·ditunjuk segera 
J 

itkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 

Pasal 26 
e • 

utang dan biaya ·penagihannya yang masih harus dibayar 

Iak dilunasi setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal 
'e:laksanaan penyitaan maka segera dilaksanakan pengumuman lelang . 

. · 
:·pabila utang pajak dan biaya penagihannya yang masih harus dibayar 
·idak dilunasi setelah lewat. waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal 

:pengumuman lelang maka segera dilakukan penjualan barang sitaan 



:a;n barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan lelang 
;ailakukan apabila utang dan biaya penagihannya yang masih 
�j, 
1"'.oayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 (empat belas) 
11_:."'i 

�J;i.k tanggal pelaksanaan penyitaan maka segera dilakukan se : i; 
, .. , penggunaan, dan/atau pemindahbukuan barang sitaan. 

Pasal 27. 

- Ii� ! 

V� Pajak Daerah melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus .,,,· . 
. , 

;enungguy tanggal . jatuh . tempo pembayaran berdasarkan 
' . 
erintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh .... :r .. 

�.pada Dinas Pendapatan Daerah apabila : ,\;-. 
,� I 

@4lggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama- ,,i. 

'!hya atau berniat untuk itu; : Ii . 
�ggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau . 
�: . 
c )dikuasai dalam rangka menghen tikan atau mengecilkan . . 

I ' "tan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; 
tJ : 

-�pat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan 

atau menggabungkan usaha, atau memekarkan 

atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau 
,/ g dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; 
,f:1. . . 
, s an usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau 
l'f. 
)jadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga 

.�'>u terdapat tanda-tanda kepailitan. 
,· 

Perintah Penagihan Seketika · dan Sekaligus sekurang- 
. ·,gnya memuat : 

_l;Url.a Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak; 
. esarnya utang pajak; 

· erintah untuk membayar; dan 
·, 
Jwaktu pelunasan pajak. 

;erbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh Pejabat 
i 

'a Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ukan dengan ketentuan sebagaiberikut : 

Iditerbitkan sebelum tanggaljatuh tempo pembayaran; 
; .diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran; 
, · ·ctiterbitkan sebelum jangka waktu 21 {dua puluh satu) hari sejak 

Surat Teguran diterbitkan; atau 



atau penghapusan disertai alasan yang mendukung 

administratif yang dimohonkan 

Pasal 29 

BAB VI .... 

,:PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRATIF ,r, 
RANGAN ATAU PEMBATALAN SPPT, SKPD, STPD ATAU SKPDLB 

YANG TIDAK BENAR 
Pasal 28 

Wajib Pajak atau karena jabatannya Bupati atau 
g ditunjuk dapat : 

'. angkan atau menghapuskan sanski administratif Pajak 
\sibunga, denda dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan 
_:.ajak atau bukan karena kesalahannya;dan 

· Jrangkan atau membatalkan SPPT SKPD STPD atau . ; . . ' ' 
· • yang tidak benar, 
·I 

•• 'gan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana 
·:� pada ayat (1) huruf" ·a· dapat dilakukan terhadap sanksi 
'I . 

'.�·'.atif yang tercantum dalam ,: .:r . 
lj t ' ! l?.,a au ': . 

. . atau SKPDLB sebagaimana dimaksud 
�i, : • 
JJ..t (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran 

o.bjek Pajak; 
:prctan/atau 

',Siran peraturan perundang-undangan pada SPPT, SKPD, STPD 
.SKPDLB. 

alan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud ... , :,. ,-�·· .. 
'.c_{�yat (1) huruf b dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD, STPD atau 
'LB tersebut seharusnya tidak dAerbitkan. 

· honan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a 

·. s memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
:j 

l (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD; 
secara tertulis dalam Bahasa · Indonesia dengan 

.mencantumkan besarnya sanksi 



Pasal 30 

- waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan 

diajukan yang 

atau kuasanya 

yang mendasari dalam 

hal r dengan dengan STPD', dalam 

mbangkan dan kepada Wajib Pajak 
filiukan secara tertulis ... disertai alasan 

SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan 
, enghapusan sanksi administratif; 

'(cf'ajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan 
)ti , tidak dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan 
'dian mencabut keberatannya atas SKPD, dalam hal 

'ig diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan 

'sanksi administratifyang tercantum dalam SKPD; 
>}Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan 

)J: tidak dipertimbangkan, , atau mengajukan keberatan 
'illan mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang 

/honan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi 

p-istratifyang tercan,tum dalam STPD; 

f ;Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar 

. f<menjadl dasar 'penghitungan sanksi administratif yang 
ii . ' 
:ajntum dalam SKPD atau STPD; dan 

� . . ,J permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 
.:<,�.,{ . 
�l permohonan ditandatangani oleh -bukan Wajib Pajak, surat 
·-e,.) 

�ohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa . 
., }�nan pengurangan atau penghapusan sanski administratif yang 
*1emenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat 

pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SICPDLB 
£�aimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b harus memenuhi 

syaratan: 
'JC[satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB; 

secara tertulis dalam , Bahasa Indonesia dengan 
'! rnencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan 
J . 
1''disertai alasan yang mendu kung permohonannya; 
f dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang 



Pasal 31 

secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam 
paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan 

dapat 
kuasanya 

tidak 

STPD atau SKPDLB yang 

sebagai permohonan sehingga 
dan kepada Wajib Pajak atau 

asli SPPT, SKPD, 

.·::Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan 
:a.tan namun tidak !clipertimbangkan atas SPPT atau SKPD yang 
'L dengan STPD, i: dalam hal yang diajukan permohonan 
rangan adalah STPD; dan 

ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 
' ' 

ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat 
ohonan tersebut harus dilarnpiri dengan surat kuasa. 

yang mengajukan keberatan kemudian mencabut 
: nya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang 

. ngajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
i · f e. 

'· onkan pengurangan; · 

i ·· Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan 
iaJ:an namun tidak dipertimbangkan atas SPPT, SKPD atau 
(,+ 
' i,B dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan 

· .. SPPT, SKPD atau SKPDLB; 

ppari pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang ;it\ 
�i.:menuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), .�, ' .,� : 

bukan 

pembatalan SPPT,. SKPD, STPD atau SKPDLB 
lkunana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b diajukan 
�ftc, perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara 

pembatalan yang diajukan secara perseorangan 
· gaimana dimaksud pada ayat ·(-1) harus memenuhi persyaratan : 

1 (satu) permohonan untuk ·1 (satu) SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB; 
fictiajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 1 

1mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya; 



.ohonkan pembatalan; dan 

�ilt permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 
:·' 

,a<'t permohonan dit:cµidatangani oleh .. bukan Wajib Pajak, surat 
�ohonan tersebut hams dilampiri dengan surat kuasa . 

-, pembatalan · SPPT yang diajukan secara kolektif 
'. ana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: 

·1( I 

:G�atu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang 
; I . 

\ � dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling 
I ' 

.'.ak Rp.200.000,00 (dua.ratus ribu rupiah); · 
I 

,1kan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 
antumkan alasan yang mendukung permohonannya; 

ipiri asli SPPT yang dirnohonkan pembatalan; dan 
I . 
' an melalui KepalaDesa/Lurah setempat. 
� 

i 

nan pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDL ·., 
!· 
erseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

jd pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan 
tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau 

diberitahukan secara tertulis disertai alasan· yang mendasari 
-·�! 

]Jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak 
.· pnan diterima . 
. ·.'!. . 

'bnan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak 
�'hi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap 
sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan 
ej:Jada Kepala Desa/Lurah setempat diberitahukan secara 

';� -disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling 
bulan terhitung sejak.permohonan diterima. 

Pasal 32 

,,qhonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat 
ii):! . 
'];{an oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. 

.ii',: hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan 

€but harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 

tanggal pengiriman surat keputusan atas permohonan 

pertama. 
rohonan kedua sebagaimana · dimaksud pada ayat (2) harus 

I ,, 
' enuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 



Pasal 33 

· Pasal 34 

kedua yang diajukan melampaui jangka waktu 

ana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai 
1p,an sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib 

: u kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang 
• i dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak 
, an tersebut diterima. 

Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 
rulan sejak tanggal diterimanya permohonan diterima, harus ., 
; suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
d dalam Pasal 28. 

jdalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) �:· ' 

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak 
:"\ suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak 

sesuai dengan iJJ dikabulkan dan harus menerbitkan keputusan 
honan yang diajukan. 

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat 
mengabulkan sebagian atau seluruhnya . atau menolak 

Wajib Pajak. 

,Jl:'i Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati up Kepala 
'.i.Pendapatan mengenai alasan yang menjadi dasar untuk 

iolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak 
.gaimana dimaksud pada ayat (1)·. 

atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keterangan secara 

atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

BAB VII 

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK 

Pasal 35 

ngurangan ketetapan Pajak terutang dapat diberikan berdasarkan: 
,pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak; atau 
s 

)kondisi tertentu objek Pajak. 



"'·"»:" 

sulit 
yang 

serangkaian 

pribadi 

Pajaknya 

atau 

lain gempa bumi, 

orang Pajaknya Wajib yang 

diakibatkan oleh peristiwa 
disebabkari .. 'oleh alam antara 

Pajak 

. erpenghasilan rendah, sehingga kewajiban 
{penuhi; dan/atau 

bjek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang Nilai Jual 
':� 

:,l:Jjek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan 
;; gkungan dan dampak positif pembangunan . . � 
$1Pajak badan meliputi: ·, 

[hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang 
! 

1asa meliputi: 
,,1 ,• ·pma yang 

I . . 

''stiwa yang 
.I 
l''ami, gunung meletus, banjir, kekeringan, ahgin topan, dan 

1rl · ·wi longsor; 
lb 

lain yang luar biasa antara lain kebakaran, wabah 
yakit tanaman, dan/ atau wabah hama tanaman;dan 
l 
'k Pajak pada tanah pertanian, jalur hijau, kawasan 
I 

: 1asi dan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. li . 
-��jak pada tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
. �.1 f 

tactarah: ;;, 

'" i Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan 

·. ' engalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak :;� : .: 
lµjn1nya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin. 
J1f. i 
)!tertentu objek · Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
� I' I 

·a:!ii dalah : 

'timbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sebagairnana 
aksud pada ayat (1) huruf a untuk: 
ajib Pajak orang pribadi meliputi: 

< objek Pajak yang Wajib Pajillfllya orang veteran pejuang 
.. .kernerderkaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda 

}J·jasa bin tang gerilya, atau janda/ dudanya; 
,jJ: ' 

::objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang 
\ienghasilannya sernata-mata · berasal dari pensiunan, sehingga 
' kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi; 

· \;pertanian lahan sawah, meliputi: 
,;� i 

.:}�.n sawah irigasi, adalah lahan sawah yang surnber air 
t�anya berasal dari air irigasi; dan . 

�· >-"·! .)ilian sawah tadah hujan, adalah lahan sawah yang sumber 
}�1 J'f. 



.,'.ebunan, adalah lahan yang ditanami tanaman 
· ebunan/industri seperti ': karet, kelapa, kopi, teh, dan 
::gainya baik · yang diusahakan oleh rakyat/rumah tangga 

pun perusahaan perkebunan yang berada dalam wilayah 

. tamanya berasal dari curah hujan. 

ertanian bukan sawah, melipu ti : 

''/kebun, adalah lahan bukan sawah (lahan kering) yang 
tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan 
sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah- 

adalah . lahan bukan sawah (lahan kering) yang 

ya ditanami tanaman musiman dan penggunaannya hanya 
· ),im atau dua musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudah 

r., subur Jagi (berpindah-pindah). Kemungkinan lahan ini 
Tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika sudah 

yang ditanami pohon/hutan rakyat, adalah lahan ini 

yang : ditumbuhi kayu-kayuan/hutan rakyat 

.·. asuk bambu, sengon dan angsana, baik yang tumbuh sendiri 
. . 

$)jpun yang sengaja �itanami misalnya semak-semak dan pohon- 
-� . 
];1on yang hasil utamanya kayu. Kemungkinan lahan ini juga 

{anami tanarnan bahan makanan seperti padi a.tau palawija, -� . . 
tapi tanaman utamanya adalah bambu/kayu-kayuan; 
\ang penggembalaan/padang rumput, adalah lahan yang 

·j." 

digunakan untuk penggembalaan ternak. Lahan yang 
entara tidak diusahakan (dibiarkan kosong lebih dari 1 (satu) 

· · un dan kurang dari 2 (dua) Tahun) tidak dianggap sebagai 

an penggembalaan/padang rumput meskipun ada hewan yang 

}gembalakan disana.dan 
ahan yang seri:lentara tidak diusahakan, adalah lahan pertanian 

sawah yang tidak ditanami apapun lebih dari 1 (satu) 

tetapi kurang atau sama dengan 2 (dua) Tahun. Lahan 

yang tidak ditanami apapun lebih dari 2 (dua) tahun 
v, 

'. digolongkan menjadi lahan pertanian bukan sawah yang sementara 

tidak diusahakan. · ··· -·· - · 
ek Pajak jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan oleh 



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a 

Pasal 36 

Pasal 37 

Pasal 38 

; 
;. 

' 

rangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan kepada 
atas Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT 

gan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 35 dapat diberikan 

sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari Pajak yang 

. . . 
'at diberikan pengurangan sepanjang seutuhnya dipergunakan sesuai 

Pajak pada tanah pertanian, . jalur hijau dan kawasan 

itasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) 

yang terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana 

aksud pada ayat (1) adalah pokok Pajak ditambah dengan sanksi 

D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan 
gurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif. 

erintah Daerah baik itu ruang-ruang di dalam kota atau wilayah 
' · g lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk . 

. :,a memanjang/jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka 
' ·: g pada dasarnya tan pa bangunan, 

'�ek Pajak kawasan limitasi sebagaimana, dimaksud pada ayat (3) 
: uf b adalah kawasan yang tidak dapat dikembangkan sama sekali 

. g memiliki ratio tutupan lahan sama dengan O % (nol persen) 
· \ngga tidak boleh ada bangunan di dalam kawasan ini. 
·�ek Pajak wilayah tertentu: yang ditetapkan oleh Bupati 

dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah wilayah dalam 
rah yang ditetapkan oleh ��p_ati untuk mendapatkan pengurangan 

ak 



atau kolektif, untuk Pajak yang terutang yang 

'. 
' 

I 
l l 

I 
' 

., ... , ........ 

dengan 

.• 

Indonesia bahasa dalam 

persentase Pengurangan yang dimohon 

Pasal 39 

. 
' 

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain 

tum dalam SPPT. 

secara tertulis 
�.� 
c;mtumkan besamya 

. tai alasan yang jelas; · 

onan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan harus 
'uhi persyaratan: 

! 

111) permohonan untuk 1 (satu) SPPT .atau SKPD; 

.. -piri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan; 
ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 

r permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku 
'man sebagai berikut: 

urat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk: 

Wajib Pajak Badan; atau 
Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang terutang lebih 
banyak dari Rp.2.000.000,00 (duajuta rupiah): 

urat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk 
ajib Pajak orang ptibadi dengan Pajak yang terutang paling 

.• ii.nyak Rp.2.000.000,00 (duajut� rupiah) . 
• iJ. diajukan dalamjangka waktu: 

, [tiga] bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; 
,'.I {satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD; 
1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat 
iKeputusan Keberatan; 

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana 

:;uruf b dan Pasal 35 ayat \3) huruf a dapat dibertkan nercasarxan 

honan Wajib Pajak. 
· angan sebagaimana di�aksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b 
diberikan berdasarkan Keputusan Bupati. 

onan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 
. y dapat diajukan secara: 

seorangan, 'untuk Pajak yang terutang yang tercantum dalam 

( 
�· 



.•. � .. �- .. 

! ' 

' ' 

,I ,• 

' I 
·• 

. ,. 

SKPD yang 

apabila Wajib Pajak dapat 

jangka waktu tersebut tidak dapat 

kebedi.tan atas SPPT atau 

.l . 

:/luar I biasa, kecuali 
.·· jukkan bahwa dalam 

< 
)1hi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

' 

;': kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui: 

,['gurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat 
'( 

�-pengurus' organisasi terkait untuk pengajuan permohonan; 

tiga] bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang 

:tniliki tunggakan Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak 
r • 

::ohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena 
· alam atau sebab-lain yang luar biasa; dan 

. emiliki tunggakan Pajak Tahun Pajak sebelumnya atas objek 

Pasal 40 

kan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah 

an. Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan 
''kn dimaksud tidak diajukan Banding. 
�? 

Pengurangan yang diajukan secara kolektif harus 
"';} . 
· ,, persyaratan: 

l permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama; 

secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 

persentase :Pengurangan yang dimohon 

.:ala Desa/Lurah setempat. 

dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan; 
dalamjangka waktu: 

tiga) bulan terhitung sejak tanggal .. diterimanya SPPT; 

tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; 

dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek 

\terkena bencana: alam atau sebab lain yang luar biasa; dan 

idiajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan. 

, onan Pengurangan secara perseorangan yang tidak 
.s . 
uhi persyaratan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 39 ayat (1) 

bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat 



L 

angkan. 

,i Pengurangan, secara kolektif yang tidak memenuhi 

sebagaimana · dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) 
bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat 

permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan 
a dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Bupati atau Pejabat 

dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari 
tanggal permohonan tersebut diterima, harus 

ukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada: 
Pajak ' atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan 

. perseorangan; atau 

rus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau 
Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara 

pi. 

permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan 
I 

· a dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih 
'engajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang 

pi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), 
"j 

,an ayat (3). 

Pasal 41 

Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan keputusan 
I ohonan Pengurangan Pajak yang terutang. 
1 
, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

.I 

,.'lkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan 

telah diberikan suatu keputusan sebagaimana 
' ::µ!ct pada ayat (1) ltidak dapat lagi mengajukan permohonan W· . ,: 

l�gan untuk SPPT atau SKPD yang sama. 

I 



Pasal 42 

·atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 
. bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan 

gan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan 

permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud 

t ( 1) adalah: 
terima surat permohonan Pengurangan dalam hal 

paikan secara langsung _ oleh Wajib Pajak atau kuasanya 
Dinas Pendapatan Daerah atau petugas yang 

tanda pengiriman Surat permohonan Pengurangan, 
-· � .. �-- . . 

hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat. 
·_ jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
aui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan 
angan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai 
·' permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 

.ulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir. 

BAB VIII 

.A CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 43 

�an pembayaran Pajak terjadi apabila : 
ak yang dibayar temyata lebih besar dari yang seharusnya 

akukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. 
:Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati up Kepala 

•- Pendapatan Daerah untuk pengembalian kelebihan pembayaran 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
-p.imana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 44 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus 



Pasal 45 

permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 

memenuhi persyaratan 
dianggap bukan sebagai 

rupiah). 

pengembalian yang tidak 

ebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ermohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 
engan mencantumkan besarnya kelebihan pembayaran pajak; 

. ermohonan dilampiri fotokopi · SPIT, SKPD, STPD dan bukti 
embayaran pajak yang sah;dan 

urat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam 

. al ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai 
erikut : 

surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk : 
a) wajib Pajak badan; atau 

b) wajib Pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran 
Pajak menurut Wajib Pajak lebih besar dari Rp.2.000.000,00 
(dua juta rupiah). 

surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk 
Wajib Pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran Pajak 
menurut Wajib Pajak paling • banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta 

· pati atau Pejabat yang ditunjuk mernberi keputusan atas 

lmohonan sebagairnana . dimaksud dalarn Pasal 43 ayat (2) dalarn 

gka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya 

; . 

. abila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan 

'.rnbayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih 
ulu utang Pajak dimaksud. 

ngernbalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalarn waktu 
ing lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya .SKPDLB dengan 

enerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). 

-· abila dalam jangka waktu sebagairnana dimaksud pada ayat (1) telah 
at dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu 

putusan, permohonan y�g diajukan oleh Wajib Pajak dianggap 
dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang 



Lampiran dalam tercantum 

Pasal 47 

sebagatmana 

untuk melunasi utang Pajaknya; dan 

SKPDLB 

BAB IX 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK 

Pasal 46 

ulir 

g lingkup Penghapusan Piutang Pajak yang menjadi kewenangan 

kewajiban pokok Pajak, bunga dan/atau denda 

yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir 
' 

itungan pembebanan utang dan telah tercantum dalam SPPT, 
STPD, Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan 

Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi 

turan Bupati ini. 

yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat 

Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif berupa 

ga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Pajak tersebut tidak 
.at atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 

agihan sudah kedaluwarsa. 

mencukupi 

tang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat 

Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Surat 

Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif berupa 

dan/atau denda walaupun hak untuk melakukan penagihan 
kedaluwarsa dapat dihapuskan apabila piutang Pajak Daerah 

sebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. 
· tang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi 

'bagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: :: . . �,. -- - . 

wajib Pajak/penanggung .Pajak meninggal dunia dengan tidak 

meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris; 

wajib Pajak/penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan 

wajib Pajak/penanggung Pajak dinyatakan Pailit berdasarkan 
· keputusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak 



PasaI 50 

Pasal 49 

' ' 

dan diumumkan di Kantor Kelurahan/Desa 

sebagaimana dimaksud daiam PasaI 48 ayat (2) tidak dilakukan 

· penagihari. 

,· pemeriksaan 
;, 

.t selama 14 (empat belas] hari kerja. 
ii ' 'i PasaI 48 
•I ·• 

· Pajak sebagaimana.idimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) terlebih 
. . ' . 

ditatausahakan sebagai piutang Pajak dan telah dilakukan 
.±indakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

laku. 

-; Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan 

\�lum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam PasaI 47 ayat 
: bih dahulu dimasukkan ke daiam buku Daftar Cadangan 
iusan Piutang Pajak. 

: Pajak/penanggung Pajak tidak dapat 'ctiketemukan lagi karena: 
·.jib Pajak/penanggung Pajak pindah alamat dan tidak 
bngkin dikftemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan dari 

pala Lingkiingarr/Dusun mengetahui kepala Desa/Lurah; dan 

'jib Pajak/penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk 
:.amanya berdasarkan Surat Keterangan dari Kepaia 
igkungan/Dusun meng�t�ui Kepala Desa/Lurah. 
0 . 

'>Pajak/penanggung Pajak . yang tidak dapat ditagih lagi 

ana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuatkan berita 

:setiap akhir Tahun takwim, Kepaia Bidang Penagihan pada 

Pendapatan Daerah menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan 

g Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak 

Kepala Dinas Pendapatan Daerah. 
, Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan 

apusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

g-kurangnya memuat : 

·_ a wajib pajak dan penanggung pajak; ,. 
at wajib pajak/penanggung pajak; 



Pasal 52 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 

menerima setelah • Daerah 

Pasal 51 

"Pendapatan. 

'· 
r 

: tar Usulan Penghapusan dan Daftar Cadangan Piutang Pajak 
mernbentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap Wajib 
yang ada 'dalarn daftar usulan dan cadangan Penghapusan 

, bjek Pajak (NOP); 

. ;)utan:g pajak yang akan dihapuskan atau yang 
. 'ntuk dihapu s; 

,, r ;. 
1 penagihan yang pernah dilakukan; dan 

\ l li 
al . · 'iliapliskan atau dicadangkan untuk dihapus. 
· · ·i) :· 'L<.. i; 

nghapusan Piu: ,.J?ajaklditetapkan oleh : 
,�.. ( :1 : ' 

; Bupati untuk.i . ' "sanipa! dengan Rp.5.000.000.000.,00 (lima 
. • • ·.;/:· { .-, ! I miliar rupiah)', .·. · :,·.i, • 1: ,. -�-ff,'"' ; . . i: 

. Bupati dengail.'Jt�setujti� Dewan .· Perwakilan Rakyat Daerah 
untukjumlah ie�µ{ dari Rp.5.ooo.boo.ooo,oo (lima miliar rupiah) . 

. :,•' 

mbentukan Tirri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
Keputusan Bupati. 

hal tertentu Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat 
merintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru 

ta Pajak Daerah untuk mendampingi Tim. 
alarn melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa Surat Perintah 

g diterbitkan Dinas Pendapatan Daerah. 

'. nama wajib Pajak dan penanggung Pajak; 
. alamat wajib Pajak/penanggung Pajak; 

Nomor Objek Pajak (NOP);, 

'asil penelitian ).Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 
) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam bentuk 

( 
'--· ' 



·---------------------------�-- 

Pasal 54 

Keputusan 

Keputusan Keberatan/Surat 

akan dihapuskan atau yang akan 

sanksi administrasi berupa kenaikan 

SPPT /SKPD / STPD / Surat 

Pasal 53 

,. 

ggal 

.· Keputusan 

e ang pernah dilakukan; 
�- 

au dicadangkan untuk dihapuskan; dan 

.,�elitian administrasi dan penelitian lapangan. 

Jt 

Pembetul · 
.nomor 

BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 65 

Berdasarkan D.ht ,,)t.Jsulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang 

, elah 
dilakukanjl�f£ian, 

Kepala Dinas Pendapatan Daerah '�-�··· ,mengajukan petwp'j$Ypan penghapusan disertai pertimbangan Bupati. 
Penghapusan pf;f�g Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ':it&- < 

'v_N'.Y'<•, 

ditetapkan dengan�Keputusan Bupati. 
�c.rr· -\ 

Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan petikan Keputusan 
Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) kepada 

Bagian �euangan dan. Kepala Bidang Penagihan pada Dinas 

· Pendapatan Daerah. 

_ turan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

' 
.,Petikan Keputusan Bupati sebagaiman dimaksud pada ayat (1) oleh 

· Kepala Bidang Penagihan pada Dinas Pendapatan � Daerah 
segera mengadministrasikan dan menghapus piutang Pajak dari daftar 

, piutang Pajak Daerah. 

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

,ati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 



Ditetapkan di Dobo 
pada tanggal ( i JV7JJ n» ['f 

PEJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU 

rus A. GAINAU 

UPATEN KEPULAUAN ARU, 

KEPULAUAN ARU TAHUN 2014 NOMOR .. f� .. 

' r • 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU 
NOMOR [ll> TAHUN '2,0l}-j 
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 

BUMI DAJ:-i°BANGUNAN PERDESAAN 
DAN PERKOTAAN 

PROSEDUR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK 

. �·· -- -· . 

• MBARAN UMUM 

alam prosedur pendaftaran objek pajak ini, Wajib Pajak merupakan 
· ihak yang secara aktif meregistrasikan objek pajaknya sendiri. Proses 

endaftaran dilakukan melalui Fungsi Pelayanan di Dinas Pendapatan, 
Keuangan dan Aset Daerah yang kemudian akan 

eneruskan data dari Wajib Pajak ini ke Fungsi Pendataan. 

Wajib Pajak 

· Merupakan pihak yang memiliki objek pajak berupa tanah dan/atau 
bangunan. 

Fungsi PeJayanan 

Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak 
(SPOP) sebagai media Wajib Pajak mendaftarkan objek pajak mereka. 
Fungsi Pelayanan akan' memproses registrasi objek pajak yang 

dilakukan Wajib Pajak hingga meneruskan data tersebut ke Fungsi .. 
Pendataan. 

Fungsi Pendataan 
Merupakan · pihak yang 'menerima data mengenai- objek pajak yang 
didaftarkan Wajib Pajak melalui Fungsi Pelayanan .. Fungsi Pendataan 

juga akan melakukan tindak lanjut jika SPOP bermasalah. Kemudian, 

data yang telah diperiksa akan disimpan baik dalam arsip rnaupun 

basis data. 

NGKAH-LANGKAH TEKNIS 

ngsi Pelayanan mempersiapkan SPOP, -Tanda. Terima Penyampaian 
POP (dua lembar) serta Tanda Terima Pengembalian SPOP (dua lembar). 



PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU, 

USA. GAINAU GOD LIEF 

Langkah 3 , 

Wajib Pajak mengisi dan mengembalikan SPOP.Fungsi Pelayanan 
memberikan Tanda Terima · Pengembalian SPOP untuk ditandatangani 
Wajib Pajak. Lembar pertama akan diberikan kepada Wajib Pajak 
sedangkan yang kedua disimpan dalarn arsip Fungsi Pelayanan. 

Langkah 4 

Fungsi Pelayanan menyiapkan Daftar Penyampaian dan Pengembalian 
SPOP untuk mengontrol diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak yang ingin 
mendaftarkan objek pajaknya.Selain itu, pengembalian SPOP yang telah 

. diisi oleh Wajib Pajakjuga terpantaudengan adanya daftar ini. 

• Langkah 5 

. Fungsi Pelayanan menyerahkan SPOP yang telah diisi ke Fungsi 
• Pendataan untuk diiteliti. Jika SPOP bermasalah, Fungsi Pendataan akan 

• .melakukan penelitian lapangan dan merevisi SPOP tersebut, tetapi jika 
• tidak, SPOP dapat langsung disimpan ke dalam arsip serta basis data 
: SPOP. SPOP yang bermasalah juga akan disimpan ke dalam arsip dan 

·, basis data SPOP setelah revisinya selesai. 

, Wajib Pajak datang ke Fungsi Pelayanan untuk mengambil SPOP.Ketika 
mengambil SPOP, Wajib Pajak harus mendatangani kedua lembar Tanda 
Terima Penyampain SPOP. Lembar pertama dokumen ini akan disimpan 
oleh Wajib Pajak sementara lembar keduanya disimpan dalam arsip 
Fungsi Pelayanan. 

- . 

( ___ 
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l 
.. OSEDUR PENDATAAN OBJEK PAJAK 

,; pendataan objek pajak ini, Fungsi Pendataan Dinas ,. ' ·,. 
'.:slolaan Keuangan dan Aset Daerah mengumpulkan data 
�a langsung ke lapangan. Fungsi Pendataan secara aktif 
L : 
gai hal seperti persiapan, pekerjaan lapangan, hingga 

t.,. 

data-data tersebut bersama Fungsi Pengolahan 

' ,; yang memiliki objek pajak berupa tanah dan/atau 

:, 
i, 

·'an dari tjinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
. g mengumpulkan data objek pajak langsung ke 

·� yang <lilakukan mulai dari persiapan pengambilan 
an hingga penyimpanan data-data yang berhasil 

· arsip. :· 

membantu- Fungsi Pendataan untuk 
''ker/tanda Nomor Objek Pajak (NOP) dan SPOP kepada 

. ta mengembalikan SPOP yang diisi Wajib Pajak kepada 

gsi dalam Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
i ·.' 

ini akan merekam data-data objek pajak dari Fungsi 
1ctalam basis data mereka. 

J.l·y 

.. i�an melakukan penelitian pendal.uluan sebelum turun ke 
"fl�--'$<":.. 

ilit:t mengumpulkan data mengenai objek pajak secara 

'ictfui informasi yang diperoleh dari penelitian pendahuluan 
_'1:. 

/f wilayc: . perkiraan luas tanah yang dapat dikenakan 
as' tanah dan bangunan yang sudah dikenakan PBB-P2, 

; 'penduduk, sertajumlab Wajib Pajak yang sudab terdaftar. 



\ .• _.,.., 

. -···-·--·· ----. ·····-· -······ ..• 

ngsi Pendataan menyusun rencana kerja berdasarkan data dan 

tersebut.Rencana . kerja .' ini digunakan untuk menyusun 

pelaksanaan pengumpulan data objek pajak di lapangan, 
itu, Fungsi pendataan ' akan menyediakan sket, peta 

'desa/Jcelurahan dan sarana pendukung. 
s. 
'Langkah 3 
\· . ,. 

l'Langkah. ini merupakan pekerjaan lapangan untuk memperoleh data 
:'objek pajak.Bersama dengan langkah ini, Fungsi Penilaian melakukan 
·pekerjaanya (dijelaskan di bagian penilaian}. Terdapat empat alternative 

.'.untuk rriemperoleh data objek pajak, yaitu: 

3. L Menyampaikan dan Memantau Pengembalian SPOP 

Fungsi Pendataan membuat sket, peta blok berdasarkan sket, peta 

desa/kelurahan. Sket/peta blok ini kemudian akan digunakan 
untuk membuat sket letak telatif bidang bidang objek pajak dan 

kelengkapan administrasi. Dengan membuat sket letak relatif bidang 
objek pajak dan kelengkapan adrninistrasi, Fungsi Pendataan akan 
memiliki Daftar Sementara Data Objek dan Subjek Pajak serta sket 
letak relatif bidang. Daftar Sementara Data Objek dan Subjek Pajak 

ini akan disimpan di dalam arsip. 

Fungsi Pendataan akan memberi Nomor Objek Pajak (NOP) terhadap 

objek pajak yang didata dan juga mengidentifikasi kumpulan objek 

pajak tersebut berdasarkan batas Rukun Tetangga (RT) . 

. 3.2. Mengukur Bidang Objek Pajak 
Berdasarkan sket, peta desa/kelurahan serta sket relative bidang, 

Fungsi Pendataan mengukur batas-batas objek <ajak dan 

menempelkan stiker/tanda NOP di bangunan atau tanah yang sudah 

di ukur. 

Fungsi Pendataan akan mengisi SPOP berdasarkan data objek pajak 

yang telah diukur Jalu menyerahkan SPOP tersebut kepada wajib 

pajak. 

Wajib Pajak mengecek data yang diisikan pad.a SPOP meraka 
kemudian menandatangani SPOP 'tersebut. Setelah itu, Wajib Pajak 

akan mengembalikan SPOP ke Fungsi Pendataan . 
. , ... -·- - .. 
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Fungsi. Pendaraan me�gi.si. obiek -pajak· dan waiib -paiak -pad.a SPOP 

kemudian memberikan' SPOP yang telah diisi tersebut kepada Wajib 

Pajak untuk dikonfirmasi. 

Wajib Pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP mereka 

kemudian menandatangani SfOP tersebut. Setelah itu, Wajib Pajak 

akan mengembalikan SPOP ke, Fungsi Pendataan . 

. · .4. Memverifikasi Data Objek Pajak 

Berdasarkan sket, peta desa/kelurahan serta sket relative bidang, 

Fungsi Pendataan meneliti ada atau tidaknya perubahan data 

mengenai objek pajak terkait. Jika tidak ada, Fungsi Pendataan akan 
menyalin data yang tersedia ke SPOP. 

Jika ada perubahan, maka Fungsi Pendataan akanmelakukan revisi 
terlebih dahulu. Setelah itu, SPOP yang telah diisi, baik dengan data 
lama yang tidak berubah rnaupun data baru hasil revisi, akan 

diserahkan ke Wajiib Pajak. 

Wajib Pajak rnengecek data yang diisikan pada SPOP mereka 

kemudian rneri.andatangani SPOP tersebut. Setelah itu, Wajib Pajak 

akan mengembalikan SPOP ke Fungsi Pendataan. 

Langkah 4 

Fungsi Pendataan memberi kode ZNT (Zona Nilai Tanah) berdasarkan 
SPOP yang telah diisi. Kemudian, SPOP yang telah memiliki kode 

ZNT ini akan diteliti dan diarsipkan. Kegiatan m�neliti SPOP sendiri 

terdiri dari melengkapi SPOP yang belum lengkap lalu mencocokkan 

SPOP yang sudah lengkap dengan sket/peta b1ok/ZNT. 

Langkah 5 
Berdasarkan data pasar, Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), 

peta blok, SPOP, serta net konsep sket/peta ZNT, Fungsi Pendataan 

akan meneliti data-data masukan ini kemudian menyerahkannya ke 

Fungsi Pengelolaan Data. 

Langkah 6 
Fungsi Pengolahan Data menyimpan data-data ini ke dalam basis 

data mereka lalu mengembalikan· dokumen-dokumen aslinya ke 



fungsi Pendataan. Fungsi Pendataan kemudian akan menyiapkan 
dokumen-dokumen ini dalam arsip-arsip yang sesuai. 

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU, 

. GAINAU 

1. : 
' 



PROSEDUR PENILAIAN OBJEK PAJAK 

GAMBARAN UMUM 

Dalam prosedur penilaian objek pajak ini, Fungsi Penilaian Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan menilai objek 
pajak, baik yang didaftarkan oleh Wajib Pajak sendiri maupun yang 
didata oleh Fungsi Pendataan. Untuk menilai objek pajak berupa tanah 
maupun bangunan ini, Fungsi Penilaian dapat menilai secara massal 
maupun individual. 

PIHAK TERKAIT 

1. Fungsi Penilaian 

Merupakan bagian dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah yang mengumpulkan data objek pajak langsung ke 
lapangan.Tahapan yang dilakukan mulai dari persiapan pengambilan 
data ke lapangan hingga penyimpanan data-data yang berhasil 
diperoleh ke dalam arsip. 

2. Fungsi Pendataan 

Fungsi Pendataan adalah pihak yang menyerahkan SPOP ke Fungsi 
Penilaian agar objek-objek pajak yang terdata dapat dinilai. 

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

Untuk penilaian massal, ada tiga macam penilaian yang dapat dilakukan, 
yaitu penilaian massal tanah, penilaian massal bangunan dengan Daftar 

Biaya Komponen Bangunan (DBKB) objek pajak standar dan juga Daftar 

Biaya Komponen Bangunan (DBKB) objek pajak non st�dar. 

C.1.1. Penilaian Massal Tanah 

Langkah 1 

Fungsi Penilaian mempersiapkan dokumen-dokumen yang 

diperlukan untuk menilai · tanah secara massal. Dokumen­ 

dokumen ini terdiri dari peta wilayah, peta desa/kelurahan, peta 

blok, peta ZNT, ZNT lama, data Nilai Indikasi Rata-rata (NIR), data 

dari laporan Notaris/PPAT, data potensi pengembangan wilayah 
serta datajenis penggunaan tanah. 

Langkah 2 

I u . 
; 
I 
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l 
,_ 
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Langkah 3 

Langkah 2 

.; 
' ' 

.j 

" ;! 

,, 
Ji 
1 

I 
f 

,, ., 
dalam rangka menyusun rencana harga satuan pekerjaan 

anggaran biaya bangunan. 

Fungsi Penilaian rnembuat batas imajiner Zona Tanah (ZNT) untuk 
: 

membuat konsep peta ZNT dengan batas imajiner, konsep peta ini 

akan digunakan untuk menganalisis data guna menentukan Nilai 
Indikasi Rata-rata (NIR) setiap kode ZNT. Hasil NIR setiap kode 
ZNT kemudian diteruskan ke Fungsi Pelayanan. 

Fungsi Penilaian mengumpulkan data harga jual tanah untuk 

menentukan nilai . pasar wajar. Nilai pasar wajar ini akan 

digunakan untuk menentukan nilai pasar tanah per meter persegi. 

Langkah 4 

Fungsi Penilaian membuat peta ZNT akhir yang akan digunakan 
untuk menyiapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi. Daftar 
NJOP bumi merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan 
digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB­ 

P2 teru tang. 

Langkah 2 
Setelah memiliki data biaya dasar total bangunan, Fungsi 
Penilaian menghitung biaya dasar keseluruhan bangunan untuk 

mendapatkan DBKB objek pajak standar, kemudian DBKB yang 

dihasilkan diteruskan ke Fungsi Pengolahan Data. 

Langkah 3 
Fungsi Penilaian menentukan NJOP bangunan standar.NJOP 

bangunan standar merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini 

akan digunakan sebagai salah. satu komponen dalam menghitung 

PBB-P2 terutang. 

C.1.3. Penilaian Massal Bangunan dengan. DBKB Objek Pajak Non 
Standar 

Langkah 1 
Fungsi Penilaian menyusun daftar komponen utama bangunan, 
nilai komporien material bangunan, serta daftar nilai komponen 

fasilitas bangunan .. -- .. 

C.1.2. Penilaian Massal Bangunan dengan DBKB Objek Pajak Standar 

Langkah 1 

Fu,ngsi Penilaian membuat Volume Jenis Pekerjaan serta data 

c 

c 



·' 
C.2.1. Penilaian dengan Pendekatan Data Pasar (untuk Tanah) 

Langkah 1 

Fungsi Penilaian melakukan penilaian berdasarkan SPOP dan 
LKOK objek pajak terkait. Untuk tanah, penilaian yang dilakukan 

' -� 

! ., 
; 

Pendekatan Biaya ( untuk Tanah dan 

Langkah 2 
Fungsi Penilaian mengumpulkan data pasar tanah dan 

membandingkanya dengan objek pajak terkait. Jika selisihnya 

kurang dari 10% terhadap NIR, Fungsi Penilaian akan 

menggunakan ·NIR sebagai dasar penetapan PBB-P2. Namun, jika 

selisihnya lebih dari 10%, Fungsi Penilaian akan membuat 
Rekomendasi NIR untuk penilaian metode berikutnya. 

Langkah 1 
Fungsi Penilaian rrielakukan persiapan kegiatan menilai objek 

pajak; membuat rencana kerja serta menyiapkan dokumen­ 
dokumen pendukung seperti SPOP dan Lembar Kerja Objek 

Khusus (LKOK). 

Berdasarkan daftar nilai kornponen utama bangunan,daftar nilai 

komponen material baangunan, serta daftar nilai komponen 
fasilitas bangunan tersebut, Fungsi Penilaian membuat DBKB 
objek pajak non standar. 

Langkah 4 
Fungsi Penilaian me�entukan NJOP bumi.NJOP bumi merupakan 
keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah 

satu komponen dalam menghitung PBB-P2 terutang. 

Sernentara itu, penilaian individual memiliki tigajenis pendekatan, 
yaitu pendekatan data pasar [untuk pasar), pendekatan biaya 
(untuk tanah dan bangunan) dan juga pendekatan kapitalisasi 
pendapatan. 

Langkah 3 

Fungsi Penilaian menentukan NJOP bangunan _non standar.NJOP 
bangunan non standar merupakan "keluaran dari tahapan ini. 
NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam 
menghitung PBB-P2 terutang. 

C.2.2. Penilaian dengan 
Bangunan) 



____ , ···-----· 

sama dengan pada tahap penilaian dengan pendekatan data pasar. 
Sementara itu, untuk bangunan, Fungsi Penilaian perlu 
menghitung nilai perolehan baru bangunan terkait lalu di kurangi 

nilai penyusutan. 

Langkah 2 

Fungsi Penilaian menentukan NJOP, baik untuk bumi dan 
bangunan.Nd'Of' burni dan NJOP bangunan merupakan keluaran 
dari tahap ini. NJOP ini akan digunakru.:i sebagai salah satu 
komponen dalam menghitung PBB0P2 terutang. 

I 

C.2.3. Penilaian dengan pendekatan Kapitalisasi Pendapatan (untuk 
Bangunan) 

Langkgh 1 
., 

Fungsi Penilaian melakukan penilaian objek Pajak Bumi dan 
Bangunan dengan cara menghitu,ng atau memperkirakan seluruh 
pendapatan objek pajak dalam satu tahun dikurangi dengan 
tingkat kekosongan dan biaya-biaya operasi. Selanjutnya dari 

pendapatan bersih objek pajak dikapitalisasikan dengan tingkat 
kapitalisasi tertentu yang telah ditetapkan untuk mendapatkan 
NJOP. 

Langkah 2 
Fungsi Penilaian menentukan NJOP Bumi dan Bangunan, NJOP 
Bumi dan/atau Bangunan merupakan keluaran dari tahap ini. 

NJOP ini,,akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam 

menghiturig PBB-P2 terutang. 

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU, 

GODLIEFA B OS SA. GAINAU 
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PROSEDUR PENETAPAN PBB-P2 

' <GAMBARAN UMUM 

penetapan ini mencakup tahapan Fungsi penetapan dalam 
lmencetak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. 
' '(SPPT) kepada wajib pajak. Dalarn proses distribusi SPPT, Fungsi 

dibantu oleh :'.petugas; di tempat pembayaran PBB-P2. 
itu, prosedur mi juga mencakup proses keberatan yang 

· mungkin diaujukan oleh wajib pajak. 

• PIHAK TERKAIT 

1. Fungsi Pengolahan Data 
Fungsi Pengolahan data merupakan pihak yang menyediakan basis­ 
basis data: data pasar, DBKB, peta blok, SPOP, serta net konsep 
sket/peta ZNT untuk digunakan oleh Fungsi Penetapan. 

2. Fungsi Penetapan 
Fungsi penetapan merupakan pihak :yang mencetak SPPT, SITS, serta 

.; ' 

Daftar Himpiinan Ketetapan Pajak (DHKP) berdasarkan basis data 
yang disediakan serta menyarnpaikanya dan SITS di dalam arsip 

mereka. 
3. Tempat Pembayaran PBB-P2 

Petugas / Tempat Pembayaran PBB-P2 adalah pihak yang menerima 
DHKP, SPPT kepada WP, serta menyirnpan DHKP lembar kedua dan 
SITS di dalarn arsip mereka. 

4. Wajib Pajak 
Wajib Pajak adalah pihak yang berkewajiban membayar PBB-P2 

sekaligus memiliki hak untuk mengajukan keberatan jika merasa 
ketidaksesuaian, misalnya tentang jumlah pajak terutang yang harus 

dibayar. 

5. Fungsi Pelayanan 
., ... �- -: . 

Fungsi Pelayanan merupakan pihak yang menerima data-data yang 

disampaikan Wajib Pajak dalam: rangka mengajukan keberatan serta 

memverifikasikannya. 

6. Kepala DPPPKAD 

Kepala DPPKf,.D merupakan pihak yang membuat surat keputusan 

mengenai keberatan yang diproses . berdasarkan Berita Acara 

Pemeriksaan. 



LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

Langkah 1 

Fungsi Penetapan mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), 

Surat Tanda Terima Sementara (STTS), serta dua lembar Daftar 
' Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) berdasarkan data pasar, DBKB, peta 

blok, SPOP, dan net konsep sket/peta ZNT yang diperoleh dari Fungsi . �-- �- .. 
Pengolahan Data. 

l Langkah 2 

Fungsi Penetapan menyerahkan DHKP serta STTS ke Tempat Pembayaran 
PBB-P2. Tempat Pembayaran PBB-P2 akan menyimpan STTS dan lembar 

pertama DHKP ke dalam arsip masing-masing kemudian menyerahkan 
lembar kedua DHKP kepada petugas, Fungsi Penetapan juga akan 

mendistribusikart SPPT ke Wajib Pajak melalui Petugas/Tempat 
Pembayaran PBB-P2. 

Langkah 3 

Wajib Pajak yang merasa keberatan dengan jumlah pajak terutang 
mengajukan keberatan dengan cara meriyerahkan surat . keberatan, 
SPPT/Surat Ketetapan Pajak (SKP) serta bukti pendukung yang 

diperlukan kepada Fungsi Pelayanan. 

Langkah 4 

Fungsi Pelayanan memverifikasi kebenaran surat keberatan, SPPT/Surat 

Keberatan Pajak (SKP) serta bukti pendukung yang diserahkan oleh Wajib 

Pajak. Jika sesuai dan memenuhi persyaratan, surat keberatan serta 

bukti pendukung tersebut akan diteruskan ke Fungsi.Penetapan. 

Langkah 5 

Fungsi Penetapan memeriksa surat keberatan, SPPT/Surat Ketetapan 

Pajak (SKP) serta bukti pendukung. Jika dapat diproses lebih lanjut, 

Fungsi Penetapan akan menerbitkan Berita Acara (BA) Pemeriksaan dan 

memberikannya ke Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
-· 

Aset Daerah (DPPKAD). 

Langkah 6 

Kepala DPPKAD membuat Surat Keputusan berdasarkan BA Pemeriksaan 

dan menyerahkan ke Pungsional Penetapan"untuk diteruskan ke Wajib 

Pajak. 
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PROSEDUR PENGURANGAN PBB-P2 
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dan PBB-P2 pengurangan pengajuan permohonan terima 
meneruskannya ke Fungsi Penetapan. 

3. Fungsi Penetapan 
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk: 

../ Memeriksa permohonan pengajuan pengurangan PBB-P2 

../ Menerbitkan Serita Acara Pemeriksaan, dan 

../ Menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan PBB-P2 atau 

Surat Keputusan Pengurangan PBB-P2. 

LANGKAH-LANGKAH TEKNlS 

Langkah 1 
Wajib Pajak menyerahkan Surat Permchonan Pengajuan Pengurangan 
PBB-P2 beserta data pendukung kepada Fungsi Pelayanan. 

PIHAK TERKAIT 

1. Wajib Pajak 
Merupakan pihak yang mengajukan surat permohonan pengurangan 
atas PBB-P2. 

2. Fungsi Pelayanan 
Fungsi Pelayanan merupakan pihak yang menerima dan memverifikasi 

surat permohonan pengajuan pengurangan PBB-P2 beserta data 

pendukung yang disampaikan Wajib Pajak serta menerbitkan tanda 

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala 
Daerah yang berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan. 

Langkah 2 

GAMBARAN UMUM 

Prosedur pengurangan PBB-P2 merupakan proses yang dilakukan Fungsi 
Penetapan dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan 
pengurangan PBB-P2 terutang dari Wajib Pajak. Fungsi Penetapan 
kemudian memeriksa surat permohonan pengajuan pengurangan PBB-P2 

., beserta data pendukung terkait objek pajak. 



Fungsi Pelayanan memverifikasi Surat Permohonan Pengajuan 

Pengurangan PBB-P2 beserta data pendukung yang diserahkan oleh 

, Wajib Pajak. Jika sesuai dan dapat diproses, Fungsi Pelayanan 

menerbitkan tanda terima pengajuan pengurangan · PBB-P2 dan surat 

permohonan pengajuan pengurangan PBB-P2 beserta data pendukung 

tersebut diteruskan ke Fungsi Penetapan. 

Langkah 3 
Fungsi Penetapan memeriksa surat permohonan pengajuan pengurangan 
PBB-P2 beserta data pendukung. Jika dapat diproses lebih lanjut, Fungsi 

Penetapan akan menerbitkan Berita Acara (BA) Pemeriksaan dan 

memberikannya ke Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
' 

Aset Daerah (DPPKAD) 

Langkah 4 
Kepala DPPKAD membuat Surat Keputusan berdasarkan BA Pemeriksaan 
dan menyerahkan ke Fungsional Penetapan untuk diteruskan ke Wajib 

Pajak. 

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU, 
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PROSEDUR PEMBAYARAN PBB-P2 

A. GAMBARAN UMUM 

I 

yang menyerahkan Surat pihak merupakan 

1. Wajib Pajak 
Wajib Pajak 

Tempat Pembayaran yang 'Ditunjuk melakukan verifikasi atas SPPT 

yang diserahkan oleh Wajib Pajak, mencocokkan data Wajib Pajak, 
kemudian menaridatangani STTS (tiga lembar).Lembar pertama STTS 
diserahkan kepada Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran PBB-P2. 

Langkah 3 

C.l. Pembayaran PBB-P2 ke Tempat Pembayaran yang Ditunjuk 

Langkah 1 

Langkah 2 
Tempat Pembayaran PBB-P2 melakukan pencatatan PBB-P2 yang 
telah diterima baik Daftar Realisasi serta Buku Penerimaan dan 

Penyetoran PBB-P2. 

Prosedur pembayaran ini menjabarkan alternatif cara pembayaran PBB­ 

P2 yang dapat dipilih oleh wajib pajak, yaitu melalui petugas pemungut, 
tempat pembayaran yang ditunjuk seperti bank dan/atau kantor pos 
tertentu atau melalui Tempat Pembayaran Elektronik. 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), baik ke petugas pemungut, 
tempat pembayaran yang ditunjuk, ataupun Tempat Pembayaran 
Elektronik. 

2. Tempat Pembayaran PBB-P2 
Petugas di Tempat Pembayaran PBB-P2 merupakan pihak yang akan 
memverifikasi dan menandatangani STTS, menyiapkan daftar realisasi, 
menyetor PBB-P2 ke kas bank, dan membuat buku penerimaan dan 
penyetoran. 

3. Ternpat Pembayaran Elektronik 

Petugas di TPE,akan mencatat pembayaran PBB-P2 yang dilakukan WP 
melalui TPE terkait. 

B. PIHAK TERKAIT 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 



Tempat Pembayaran PBB-P2 menyetorkan PBB-P2 yang telah di 

bayarkan ke kas bank .. SITS lembar kedua akan diserahkan kepada 

Bendahara Penerimaan dan yang ke tiga akan disimpan ke dalam 

arsip SITS di Tempat Pembayaran PBB-P2. Setelah meyetorkan PBB­ 

P2 ke bank, Tempat Pembayaran PBB-P2 akan menerima Surat 

Tanda Setoran (STS) sebanyak 'dua lernbar. 

Langkah 4 
Tempat pembayaran PBB-P2 akan mencatat penyetoran pada Buku 

Penerimaan dan Penye;toran kemudian menyerahkan Jembar pertama 

STS kepada Bendaliara Penerimaan dan menyimpan lembar 
keduanya di dalam arsip. 

C.2. Pembayaran PBB-P2 ke Tempat Pembayaran Elektronik 

Langkah 1 

Wajib Pajak.rnengisi data SPPT di TPE lalu menyerahkan bukti atas 
. ' . 

pembayaranyang telah · dilakukannya baik melalui Anjungan Tunai 
Mandiri (ATM), telepon selulerdan/atau internet, kepada TPE. 

Langkah 2 

TPE membuat Daftar Pembayaran PBB-P2 berdasarkan bukti bayar 

kemudian mengembalikan bukti bayar tersebut ke Wajib Pajak. 

Kemudian, Wajib Pajak memberikan bukti bayar ke Tempat 

Pembayaran PBB-P2 untuk memperoleh SITS. 

Langkah 3 

Tempat Pernbayaran yang Ditunjuk melakukan verifikasi atau SPPT 

yang diserahkan oleh Wajib Pajak dan kemudian menandatangani 
SITS (tiga lembar ). Lembar pertarna SITS diserahkan kepada Wajib 

Pajak sebagai tanda Pembayaran PBB-P2. 

Langkah 4 

Tempat Pembayaran PBB-P2 melakukan pencatatan PBB-P2 yang 
telah diterima baik di Daftar Realisasi serta Buku Penerimaan dan 

Penyetoran PBB-P2. 

Langkah 5 
Tempat Pembayaran PBB-P2 menyetorkan PBB-P2 yang telah 

dibayarkan ke kas Bank .. SITS lembar kedua akan di serahkan 

kepada Bendahara Penerimaan dan yang ketiga akan disimpan ke 

1: 
" ., 
I 

I 
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Langkah 6 
Tempat pembayaran PBB-P2 akan mencatat penyetoran pada Buku 
Penerimaan dan Penyetoran kemudian menyerahkan lembar pertama 
STS pada bendahara penerimaan dan menyimpan lembar keduanya 
di dalam arsip. 

dalam arsip STTS ' di Tempat Pembayaran PBB-P2. Setelah 

menyetorkan PBB-P2\:ke Bank, tempat Pembayaran PBB-P2 akan 

menerima SuratTanda Setoran (STTS) sebanyak 2 lembar. 



PROSEDUR PENAGIHAN PBB-P2 

GAMBARAN UMUM 

Prosedur penagihan PBB-P2 ini dijalankan ketika Wajib Pajak terlambat 
membayar PBB-P2 dan/atau membayar dengan jumlah yang 
kurang.Fungsi penagihan dapat rnemproses hal ini dengan menggunakan 
dokumen-dokumen berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Teguran 
dan/atau Surat Paksa. 

PIHAK TERKAIT 

1. Fungsi Penagihan 
Fungsi penagihan adalah pihak yang menerbitkan dan mengirim Surat 
Tagihan Pajak ke Wajib Pajak serta menerbitkan surat teguran hingga 
surat paksajika Wajib Pajak tidak melunasi PBB-P2-nya 

2. Wajib Pajak 

Wajib Pajak akan rnenerima .surat tagihan pajak terutangnya dan 
menindaklanjuti surat tersebut, baik membayar PBB-P2-nya maupun 
tidak. 

3. Fungsi Pengolahan Data · 

Fungsi Pengolahan Data adalah pihak yang menyediakan Daftar 

Tunggakan PBB-P2 ke Fungsi Penagihan sebagai dasar penerbitan 

Surat Tagihan Pajak. 

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

Langkah 1 

Fungsi Penagihan meminta daftar Tunggakan PBB-P2 kepada Fungsi 

Pengolahan Data. Lalu daftar ini akan diteliti sebagai acuan penerbitan 

Surat Tagihan Pajak/ STP (2 lembar). 

Langkah 2 

Fungsi Penagihan menyiml?� .. lembar kedua STP ke dalam arsip dan 
menyerahkan lembar pertamanya kepada Wajib Pajak. 

Langkah 3 

l 
l 
I 

I 
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Langkah 7 
Pajak penerima Surat Paksa akan melakukan penyetoran PBB-P2 sesuai 

li 
cara pembayaran yang dipilihnya. Penyetoran PBB-P2 ini secara otomatis 

" 

Langkah 6 

Penagihan menerbitkan Surat Paksa bagi Wajib Pajak yang belum juga 
membayarkan PBB-P2 terutangnya. Lembar kedua akan diarsipkan 
sementara lembar pertama == disampaikan kepada Wajib Pajak terkait. 

Langkah 5 
Pajak Penerima Surat Teguran akan melakukan penyetoran PBB-P2 
sesuai cara pembayaran yang dipilihnya. Penyetran PBB-P2 ini secara 
otornatis akan memperbarui Daftar Tunggakan PBB-P2 

akan memperbarui Daftar Tunggakan PBB-P2 yang dimiliki oleh Fungsi 
Pengolahan Data. Namun, jika Wajib Pajak tetap tidak mernbayar, Fungsi 
Penagihan akan menindaklanjuti Wajib Pajak terkait. Bentuk tindak 
lanjut yang dilakukan dapat berupa penuntutan, pelelangan aset Wajib 

Pajak, dan lain-lain. 

yang di miliki oleh Fungsi Pengolahan data. Namun, jika Wajib Pajak 
tetap tidak membayar, Fungsi Penagihan akan menerbitkan Surat Paksa. 

Langkah 4 
Fungsi Penagihan Menerbitkan Surat Teguran bagi Wajib Pajak yang 
belum juga membayarkan PBB-P2 terutangnya. Lembar kedua akan di 
arsipkan sernentara lembaran pertama akan disarripaikan kepada Wajib 
Pajak terkait. 

Pa�ak akan me\akukan 1)en"]eto-ran PBB-P'2 sesu:ai cara, 1)eID.'oaya:ran yan'js 

dipilihnya. Penyeto-ran PBB-P2 ini secara otomatis akan mem-pe-r'oaharui 

Daftar Tunggakan PBB-P2 yang dimiliki fungsi pengolahan data. Namun, 

jika Wajib Pajak tetap tidak membayar, fungsi penagihan akan 
menerbitkan Surat Teguran. 



PROSEDUR PENCATATAN PENERIMAAN PBB 

GAMBARAN UMUM 

Dalam prosedur pencatatan penerimaan PBB-P2 ini, semua pendapatan 
PBB-P2 yang masuk, baik melalui tempat pembayaran PBB-P2 maupun 
Tempat Pembayaran Elektronik (TPE) akan dilaporkan ke Bendahara 

Penerimaan sebagai dasar menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 
Bendahara Penerimaan. Semua laporan yang dibuat oleh pihak-pihak 
yang legal untuk menerima pembayaran PBB-P2 serta LPJ Bendahara 
penerimaan akan disampaikan kepada DPPKAD. 

PIHAK TERKAIT 

1. Tempat Pernbayaran PBB-P2 

Tempat Pembayaran PBB-P2 merupakan tempat yang dapat 
didatangani oleh Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 mereka secara 

langsung. Pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut serta 

Tempat Pembayaran Elektronik pun akan diteruskan ke Tempat 
Pembayaran ini. 

2. Bendahara Penerima 

Merupakan Pihak yang bertanggung jawab untuk menyiapkan 
Laporan · Pertanggungjawaban (WP) Bendahara Penerima dan 

menyerahkanya kepada DPPKAD. 

3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 

PPK adalah pihak memverifikasi LPJ Bendahara Penerimaaan, SITS 

dan STTS dari Bendahara Penerimaan. 

4. Kepala DPPKAD 

Kepala DPPKAD mengesahkan LPJ Bendahara Penerimaan, STTS dan 

STS yang telah diverifikasi oleh PPK. 

5. Tempat Pembayaran PBB-P2 

Petugas di Tempat Pembayaran PBB-P2 merupakan pihak yang akan 

menyerahkan daftar realisasi pembayaran PBB-P2 ke DPPKAD. 

6. Tempat Pembayaran Elektronik (TPE) 
Petugas di Tempat Pembayaran PBB-P2 merupakan pihak yang akan 
menyerahkan daftar realisasi pembayaran PBB-P2 ke DPPKAD. 

7. DPPKAD 
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Langkah 2 

Langkah 1 
Wajib Pajak menyerahkan Surat Permohonan Pengajuan Pengurangan 
PBB-P2 beserta data pendukung_��p_ada Fungsi Pelayanan. · 

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

Prosedur pengurangan PBB-P2 menipakan proses yang dilakukan Fungsi 

Penetapan dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan 
pengurangan PBB-P2 terutang dari Wajib Pajak. Fungsi Penetapan 
kemudian memeriksa suratlpermohonan pengajuan pengurangan PBB-P2 

;; 
beserta data pendukung terkait.objek pajak. 

1; 
ii 

Pemberian pengurangan seridiri dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala ,. 
Daerah yang berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan. 

. l 

2. Fungsi Pelayanan 

Fungsi Pelayanan merupakan pihak yang menerima dan 
memverifikasi surat permohonan pengajuan pengurangan PBB-P2 
beserta data pendukung yang disampaikan Wajib Pajak serta 
menerbitkan tanda terirria permohonan pengajuan pengurangan PBB­ 
P2 dan meneruskannya ke Fungsi Penetapan. 

1. Wajib Pajak 
Merupakan pihak yang mengajukan surat permohonan pengurangan 
atas PBB-P2. 

3. Fungsi Penetapan 
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk: 
./ Memeriksa permohonan pengajuan pengurangan Pl3B-P2 
./ Menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan 
./ Menerbitkarl Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan PBB-P2 atau 

Surat Keputusan Pengurangan.PBB-P2. 

,. 

I 
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Fungsi Pelayanan memverifikasi Surat Permohonan Pengajuan 
Pengurangan PBB-P2 beserta data pendukung yang . diserahkan oleh 
Wajib Pajak. Jika sesuai dan dapat diproses, Fungsi Pelayanan 
menerbitkan tanda terima pengajuan pengurangan PBB-P2 dan surat 

-: 
permohonan pengajuan pengurangan PBB-P2 beserta data pendukung ., 
tersebut diteruskan ke Fungsi Penetapan. 

Langkah 3 
Fungsi Penetapan memeriksa surat permohonan pengajuan pengurangan 
PBB-P2 beserta data pendukung. Jika dapat diproses lebih lanjut, Fungsi 
Penetapan akan menerbitkan Berita Acara (BA) Pemeriksaan dan 

I 
memberikannya ke Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah (DPPKAD) 

Langkah 4 

Kepala DPPKAD membuat SuratKeputusan berdasarkan BA Pemeriksaan 
dan menyerahkan ke Fungsional Penetapan untuk diteruskan ke Wajib 
Pajak. 
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